PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 2 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan eamnan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu menetapkaatuidn
Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pataa dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelsta
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-UndamgoN 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomadrahfén
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daeraérab
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkun@=merah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengamarKulon
Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri M&mor
101);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBian
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah885
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor
3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang NdrAoFahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nombatiih 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negauliik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabagan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden€ahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yelad)
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200€artgn
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968tang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NeBapublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembkegara
Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bealétem Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repuftdi@nkesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noit®
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&fait)3

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik nasia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara bRlkepu
Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuahNgmara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No#i
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s)4

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susulamn
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewarwdaian
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Peraraliakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@3 20omor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNdB1.0);



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peribandan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0d Rdmor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB3tis)4

10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pessaik
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negarab@ram
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PetaBan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@4 20omor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoNd437);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahralbae
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMofi5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodi@f)4

13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangpt&Ean
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 18,dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dvdjgimur/
Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentamagaD
Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiauTd@000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelariéomor
4021) yang telah diubah dengan Peraturan PemerMtahor 84
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1&mhbahan
Lembaran Negara Nomor 4165);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentamgefolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LembarayardNe
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahamdaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentangnfan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@® 20o0mor
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesnadld024);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentatg Tara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran NegepabiRk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaragafs
Republik Indonesia Nomor 4027);



18.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentsedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ifaeam
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajak Bxerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Mofrid,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)4

20.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibRs
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@i 20omor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoNd139);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentardudd(é&an
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Deexwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonealaum 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indarésmor
4416);

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2@&#ang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Peagawas
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaralapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keu@ragaah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan damd&aBlaerah;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1lum&001
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daeramiiaen
Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 7&Q02
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 20@QD05
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 7&Q02
tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 5 200
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 q&Q02
tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 — ZDembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 A&Q05
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan PimpilaanAnggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaeraluiaR005
Nomor 1 Seri A);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dashagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang swlgaju
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahaerah
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah teARRBD.

BAB Il

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 296.626.319.782,00
b. Belanja Rp. 300.780.321.416,01

Surplus/(Defisit) Rp. (4.154.001.634,01)




c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 17.446.001.634,01
2. Pengeluaran Rp. 13.292.000.000,00
Surplus/(Defisit) Rp. 4.154.001.634,01

Pasal 3

Rincian atas APBD dimaksud Pasal 2 Peraturan Dadrah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran PeraturaraDa@ng terdiri
dari :

A. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2005;
B. Rincian APBD Tahun Anggaran 2005;
C. Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintaltan
Unit Organisasi Perangkat Daerah;
D. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
E. Daftar Piutang Daerah;
F. Daftar Pinjaman Daerah;
G. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
H. Daftar Aktiva Tetap Daerah;
I. Daftar Dana Cadangan; dan
J. Daftar Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional dalam pelaksanaamti Bupnetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Patatagan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005.

BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahdiinogkan dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Jan0&5.2



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelamgan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah

Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Februari 2005
BUPATI KULON PROGO,

ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
ttd

SUTITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 2 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

RINGKASAN/RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005



